BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    80    TAHUN 2007
TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas , fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Bantul;


	
	

	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

2. Kantor adalah Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;

3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ata ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II

RINCIAN TUGAS
Pasal 2
Kepala Kantor mempunyai tugas :
a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program;

b. melaksanakan urusan administrasi umum;

c. melaksanakan urusan keuangan dan asset;

d. melaksanakan urusan kepegawaian;

e. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

f. melaksanakan urusan kehumasan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.
Pasal 4

Seksi Pemuda mempunyai tugas :
a. merumuskan kebijakan di bidang kepemudaan yang meliputi :

1) pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;

2) pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;

3) peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;

4) pengembangan manajemen , wawasan dan kreativitas;

5) kemitraan dan kewirausahaan;

6) pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK ) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
7) peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan keppeloporan;

8) pengaturan system penganugerahan prestasi;

9) pengembangan jaringan dan system informasi;

10) criteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;

11) pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;

12) pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.

b. melaksanakan kebijakan di bidang kepemudaan yang meliputi :

1) aktivitas  kepemudaan  yang berskala kabupaten , provinsi, nasional dan internasional;
2) fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan;

3) pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;

4) pendidikan dan pelatihan kepemudaan;

5) kerjasama antar kecamatan skala kabupaten , provinsi, nasional dan internasional;

c. melaksanakan koordinasi bidang kepemudaan dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan  di bidang kepemudaan yang meliputi :

1) pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
2) pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;

3) pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan;

4) pembinaan, penyusunan pemberian  pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;

5) pembinaan pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi urusan pemerintahan bidang kepemudaan;

6) pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;

7) pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;

8) pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.
Pasal 5

Seksi Olahraga mempunyai tugas :
a. merumuskan kebijakan di bidang keolahragaan yang meliputi :
1) pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
2) penyelenggaraan keolahragaan;

3) pembinaan dan pnengembangan keolahragaan;

4) pengelolaan keolahragaan;

5) penyelenggaraan pecan dan kejuaraan olahraga;

6) pendidikan  dan pelatihan keolahragaan;

7) pendanaan keolahragaan;

8) pengembangan IPTEK keolahragaan;

9) pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;

10) pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;

11) peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;

12) pengembangan manajemen olahraga;

13) kemitraan industri dan kewirausahaan olagraga;

14) peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan Pembina olahraga;

15) pembangunan dan pengembangan industri olahraga;

16) pengaturan system penganugerahan,penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;

17) pengaturan pelaksanaan standarisasi , akreditasi dan sertifikat keolahragaan;

18) pengembangan jaringan dan system informasi keolahragaan;

19) criteria lembaga keolahragaan;

20) pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

b. melaksanakan kebijakan di bidang keolahragaan yang meliputi :

1) aktivitas  keolahragaan  yang berskala kabupaten , provinsi, nasional dan internasional;

2) fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten;

3) kerjasama antar kecamatan skala kabupaten , provinsi, nasional dan internasional;

4) pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

5) pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;

c. melaksanakan koordinasi  bidang keolahragaan dengan dinas/ instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan yang meliputi :

1) pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;

2) pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;

3) pembinaan pengelolaan  olahraga dan tenaga keolahragaan;

4) pembinaan dan  pengembangan prestasi olahraga  termasuk olahraga unggulan;

5) pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten;

6) pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;

7) pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keolahragaan;

8) pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;

9) pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
10) pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;

11) pengawasan terhadap  pelaksanaan anggaran/dana.
e. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh kepala Kantor  sesuai bidang tugasnya.
Pasal 6

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. merumuskan kebijakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengtgunaan fasilitas/ sarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

b. melaksanakan kooridinasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penggunaan fasilitas/sarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

c. melaksanakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penggunaan fasilitas/sarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

d. melaksanakan tgas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.
Pasal 7

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. mengumpulkan , mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;

c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;

d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang dimabil sesuai bidangnya;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB III
FUNGSI
Pasal 8

Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olah raga;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olag raga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olah raga;

d. pelaksanaan ketatausahaan kantor; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 11

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 12

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan , setiap pimpinan suatu organisasi mengadakan rapat berkala.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
Pasal 13

Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Kantor.
BAB V

URAIAN TUGAS
Pasal 14

Uraian tugas masing-masing satuan organisasi dan personilnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor.
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 13 Desember 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor       71         Tahun 2007
Tanggal    13 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
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